
bulan lalu yang membuat

DIY gumregah. Lalu yang

perlu ditunggu adalah mo-

men ketika kampus siap

kembali membuka diri se-

cara penuh.

ÓDalam dua momen libu-

ran itu, aktivitas ekonomi di

DIY bergerak bagus selama

3-4 hari, jalan macet, parki-

ran hotel tidak ada yang sepi.

Untuk kampus, masih harus

banyak pertimbangan terkait

aspek kesehatan, apalagi

kampus-kampus besar yang

sekarang masih kuliah dar-

ing. Kita tidak ingin universi-

tas menjadi klaster baru

Covid-19,Ó terang Amirullah.

Sementara itu Direktur

Utama Bank BPD DIY,

Santoso Rohmad mengata-

kan, salah satu upaya yang

dilakukan BPD DIY untuk

berkontribusi meningkatkan

pertumbuhan ekonomi DIY

adalah melalui program-pro-

gram seperti  Kredit Usaha

Rakyat (KUR) bagi UMKM

dan Kredit Pemberdayaan

Ekonomi Daerah (PEDE).

ÓProgram KUR yang

digulirkan saat ini sudah ter-

salurkan bagi 22.361

nasabah. Lalu ada PEDE

yaitu kredit ultra-mikro yang

disalurkan kepada peroran-

gan yang mempunyai usaha

produktif dan tergabung

dalam kelompok. Program-

program ini kami gulirkan

agar masyarakat bertumbuh

ekonominya,Ó ungkap San-

toso.                     (Bro/Awh)-f

Setelah itu,  melakukan perjalanan ke

Yogyakarta untuk mengikuti ujian tesis di

UPN Veteran. Ujian digelar di Gedung

Jurusan Teknik Perminyakan, Senin

(31/8) siang. ÓUjian dilakukan secara tat-

ap muka. Jadi ada kontak erat dengan

enam dosen dan dua tenaga pendidik,Ó

ucapnya.

Markus mengungkapkan, hasil tes

PCR baru diketahui keesokan harinya,

Selasa (1/9). Pihak kampus pun langsung

diberitahu. ÓTernyata diketahui hasil swab

positif Covid-19. Kalau dari awal sudah

tahu, pastinya ujian itu kami batalkan du-

lu,Ó ucapnya.

Menurut Markus, ada enam dan dua

tenaga pendidik yang berkontak erat den-

gannya dan segera dijadwalkan melaku-

kan tes usap di rumah sakit. ÓSelain itu ju-

ga ada delapan mahasiswa yang kontak

erat dan sudah melakukan rapid test.

Baru ada dua mahasiswa yang mela-

porkan non-reaktif,Ó katanya.

Eko Teguh Paripurno, Ketua Gugus

Tugas Pencegahan dan Penanganan

Covid-19 UPNVY mengatakan, pihak

kampus kemudian melakukan sterilisasi

dan penutupan sementara gedung salah

satu fakultas. Pihaknya berkoordinasi de-

ngan Klinik Pratama yang berada di uni-

versitas dan Puskesmas Depok II mela-

kukan penelusuran kepada pihak-pihak

yang berhubungan dengan mahasiswa

itu. 

ÓKontak erat yaitu para dosen yang

bertatap muka dan berinteraksi dengan

mahasiswa dengan durasi lama dan juga

usianya diatas 50 tahun. Atau mahasiswa

yang berinteraksi dengan durasi lama de-

ngan AA. Mereka akan menjalani swab

test minggu ini,Ó terang Eko.

Hingga saat ini aktivitas di UPNVY baik

di kampus 1 yang berlokasi di Con-

dongcatur dan Kampus 2 di Babarsari

masih berjalan normal. Protokol pence-

gahan dan penularan Covid-19 terus di-

lakukan dan diperketat. ÓKami sedang

mempersiapkan kebiasaan baru di ling-

kungan kampus, beberapa aktivitas baik

akademik seperti bimbingan maupun

sidang kami lakukan secara luring (tatap

muka) dengan protokol yang ketat,Ó

katanya. 

Sementara itu, jumlah kasus positif

Covid-19 di DIY terus bertambah, kali ini

kasus terkonfirmasi bertambah 18 kasus

maka total menjadi sebanyak 1.525 ka-

sus. Berdasarkan data hasil laporan

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupa-

ten/Kota dan Rumah Sakit (RS) Rujukan

Covid-19 di DIY ini, setidaknya kasus

sembuh mengalami kenaikan lebih

banyak sebesar 21 kasus sehingga total

kasus sembuh menjadi sebanyak 1.096

kasus. 

Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk

penanganan virus Korona Berty

Murtiningsih mengatakan hasil pemerik-

saan laboratorium dan terkonfirmasi posi-

tif Covid-19 terdapat tambahan 18 kasus

positif maka total kasus positif di DIY men-

jadi sebanyak 1.525 kasus. Tambah ka-

sus positif Covid-19 ini tercatat sebagai

kasus 1.513 hingga kasus 1.530. ÓLa-

poran jumlah kasus meninggal sebanyak

1 kasus sehingga total kasus meninggal

sebanyak 44 kasus di DIY yaitu kasus

1063 laki-laki (74) warga Kulonprogo de-

ngan komorbid Jantung,Ó tandasnya. 

Di Pati, penanganan pandemi Covid-19

di desa Tambahsari, Kecamatan Pati ko-

ta, semakin liar. Sejumlah warga setem-

pat,  menolak surat keterangan hasil

swab test, dan menyebutnya sebagai

hoaks. Sementara itu, Covid di Pati mem-

bawa korban jiwa lagi. Seorang perem-

puan warga Sidokerto dan Tambaharjo

meninggal dunia.

Keterangan yang dihimpun menye-

butkan, hasil Rapid Test yang diterbitkan

RSUD Soewondo Pati, yang ditandatan-

gani dr Selamet Sutaryo, justru dianggap

hoaks (bohong)  oleh sekelompok warga

desa Tambahsari.  

Dirut RSU RAA Soewondo Pati, dr

Suworo Nur Cayono MKes ketika

dikonfirmasi wartawan, membenarkan

jika pihaknya menerbitkan surat kete-

rangan hasil swab, yang berkait

masalah hasil swab pasien yang

meninggal adalah positif. 

Bupati Pati, H Haryanto mengimbau

warga agar mempercayai petugas yang

menangani covid19. ÓSekarang muncul

manuver untuk menarik perhatian masya-

rakat desa. Ada tujuan politik, demi men-

dapat dukungan PilkadesÓ ujarnya

singkat.  (R-1/Ira/Ria/Cuk)-f

ÓKEDAULATAN RAKYATÓ 

HALAMAN  7

SABTU WAGE, 5 SEPTEMBER 2020

(17 SURA 1954)

Merosotnya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

KPK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

Pilkada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Kejaksaan Agung telah menetapkan Jaksa

Pinangki Sirna Malasari, Djoko Soegiarto

Tjandra dan Andi Irfan sebagai tersangka dalam

kasus dugaan korupsi atas penerimaan grati-

fikasi. Sejauh ini jaksa penyidik Kejagung sudah

menggeledah empat lokasi terkait dugaan

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang

menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Empat lokasi itu adalah dua unit apartemen di

Jakarta Selatan, satu lokasi di kawasan Sentul

Jawa Barat dan satu dealer mobil. Dari

penggeledahan tersebut, Kejagung menyita se-

buah mobil mewah BMW milik Pinangki. Sebe-

lumnya Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga telah

diperiksa penyidik Bareskrim Polri di Gedung

Bundar Jampidsus Rabu (2/9). Namun Pinangki

diperiksa sebagai saksi untuk kasus Djoko

Tjandra yang disidik Bareskrim. Saat itu penyidik

Polri menggali informasi mengenai dugaan alir-

an dana dari Djoko Tjandra ke Pinangki.

Pada bagian lain, penyidik Kejagung juga

masih mengumpulkan alat bukti dan kesaksian

keterkaitan pengusaha berinisial R, dalam skan-

dal suap dan gratifikasi terpidana Djoko  Tjandra

kepada tersangka jaksa Pinangki. 

(Obi)-f

Pembayaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

Satu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

ÓSemoga pengosongan tanah yang sudah dipatok untuk

pembangun jalan tol ruas Yogya-Solo sudah ada pemba-

yaran pada akhir tahun ini, sehingga ada perputaran uang

yang besar. Perputaran uang ini setidaknya akan membantu

menahan kontraksi tajam perekonomian pada Kuartal III

maupun IV tahun 2020,Ó tambah Sultan HB X.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) atau

Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana DIY Krido Su-

prayitno mengatakan, tahapan pemasangan patok Right of

Way (RoW) Jalan Tol Yogya-Solo selama dua bulan ini

dibarengi pembentukan Tim Terpadu Pengadaan Lahan yaitu

Satgas A dan Satgas B. Tim ini sudah turun di lokasi untuk

melakukan inventarisasi lahan terdampak mulai dari pen-

gukuran dan sebagainya.

ÓKita bekerja paralel, jika Tim Persiapan Proyek

Pembangunan Jalan Tol di DIY sedang menyelesaikan pe-

matokan untuk pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo, maka

Tim Terpadu yang dikomandoi Kanwil Badan Pertanahan

Nasional (BPN) DIY memulai proses pengadaan lahannya.

Harapannya, paling tidak ada dua desa bisa terbayarkan

ganti untungnya pada tahun ini sesuai harapan Pak

Gubernur,Ó papar Krido. (Ira)-d

Melalui Transfer 

608 Fenty Puspitasari  . . . . . . . . . . . 50,000.00 

609 NN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000.00 

610 R Tristiana Suryani  . . . . . . . . . . 500,000.00 

JUMLAH               . . . . . . . . Rp          600,000.00 

JUMLAH                . . . . . . . . Rp       2,600,000.00 

s/d 03 September 2020    . Rp   334,810,000.00 

s/d 04 September 2020    Rp   337,410,000.00 

(Tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus

sepuluh ribu rupiah )-f

Siapa menyusul?

Dompet . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

USAI JALANI SIDANG ETIK

Ketua KPK Pilih Irit Bicara
JAKARTA (KR) - Dewan Pengawas Ko-

misi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK)

kembali menggelar sidang dugaan pelang-

garan kode etik yang dilakukan Ketua KPK

Firli Bahuri. Usai menjalani sidang dugaan

pelanggaran kode etik terkait penggunaan

helikopter mewah, Firli irit bicara.

”Kita ikuti saja ya,” ucap Firli saat dikon-

firmasi awak media seputar sidang etik yang

telah dijalaninya di Gedung Pusat Edukasi

Antikorupsi atau Gedung KPK lama di

Jakarta, Jumat (4/9).

Sidang lanjutan etik ini, menurut Plt Juru

Bicara KPK Ali Fikri, masih beragendakan

pemeriksaan saksi-saksi. ”Informasi yang

kami terima, saksi-saksi yang dipanggil ma-

jelis sidang etik diagendakan ada empat

orang  yang berasal dari internal maupun

eksternal KPK,” jelasnya.

Seperti diketahui,  sidang lanjutan etik

Firli sedianya digelar Senin (31/8). Namun,

hal itu ditunda setelah KPK mengambil ke-

bijakan bekerja di rumah untuk seluruh pe-

gawainya selama tiga hari mulai Senin

(31/8) sampai Rabu (2/9) menyikapi jumlah

pegawai yang positif Covid-19 terus bertam-

bah.

Sebelumnya pada Selasa (25/8), Firli juga

telah hadir dalam sidang etik tersebut, na-

mun ia enggan menjelaskan isi sidang etik

yang telah dijalaninya itu.

Dugaan pelanggaran kode etik yang di-

lakukan Firli tersebut diadukan MAKI ke

Dewas KPK, Rabu (24/6). Pada Sabtu (20/6),

Firli melakukan perjalanan dari Palembang

ke Baturaja Sumatera Selatan untuk kepen-

tingan pribadi keluarga, yakni ziarah ke

makam orangtuanya.

Perjalanan tersebut menggunakan

sarana helikopter milik perusahaan

swasta dengan kode PK-JTO berkategori

mewah (helimousine). MAKI menilai per-

buatan Firli tersebut bertentangan de-

ngan kode etik pimpinan KPK yang dila-

rang bergaya hidup mewah.

Anggota Dewan Pengawas KPK Syam-

suddin Haris dalam keterangannya meng-

ungkapkan, sidang dugaan pelanggaran

kode etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri,

berlangsung pukul 09.00 WIB. Selain itu, ia

menyebutkan, ada empat saksi yang akan

dihadirkan dalam sidang etik.              (Ful)-d

JAKARTA (KR) - Presiden Joko

Widodo (Jokowi) memerintahkan

Panglima TNI, Kapolri dan sejumlah

menteri serta kepala lembaga lainnya

dan kepala daerah untuk turut men-

gawasi penerapan protokol kesehatan

pencegahan Covid-19.

”Instruksi tersebut ditujukan kepada

sejumlah menteri, Panglima TNI,

Kapolri, kepala lembaga serta guber-

nur, bupati dan walikota agar bersama-

sama melakukan pengawasan pelak-

sanaan protokol kesehatan di masyara-

kat dan berpartisipasi dalam upaya

pencegahan dan pengendalian Covid-

19,” kata Juru Bicara Presiden Bidang

Sosial Angkie Yudistia di Jakarta,

Jumat (4/9). 

Dijelaskan, perintah itu tertuang

dalam Instruksi Presiden Nomor 6

Tahun 2020 tentang Peningkatan Disi-

plin dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan dalam Pencegahan dan

Pengendalian Covid-19. Diakui, Inpres

tersebut sudah ditekan Presiden

Jokowi pada 4 Agustus 2020. Inpres

tersebut juga mengatur mengenai

sanksi bagi pelanggar protokol kese-

hatan. Inpres juga menginstruksikan

agar kepala daerah menyusun petun-

juk pelaksanaan dalam bentuk peratu-

ran gubernur/bupati/walikota.

(Sim/Ati)-f

PRESIDEN PERINTAHKAN TNI-POLRI

Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

KR-Basuki Rahardjo

Dirut Bank BPD DIY Santoso Rohmad (kanan) dan Wakil
Dekan FEB UGM Amirullah Setya Hardi.

Pertanyaan reflektif pertama dijawab melalui eval-

uasi akademis. Pemda DIY sudah cukup maju.

Evaluasi pelaksanaan UUK periode 2013-2017 di-

lakukan berbasis riset yang holistik. Salah satu tujuan

evaluasi itu adalah untuk mengetahui dampak jang-

ka pendek (output), jangka menengah (outcome)

dan jangka panjang (impact) pelaksanaan UUK.

Riset yang memadukan metode studi dokumen,

survei, dan riset kualitatif itu cukup jujur. Riset yang

dirilis November 2018 itu melaporkan keberhasilan-

keberhasilan (best practices) dan kasus-kasus kega-

galan (worst practices) pelaksanaan UUK.

Dalam momentum sewindu UUK, tradisi evaluasi

akademis itu berlanjut. Dewan Pakar Panitia

Peringatan Sewindu UUK DIY saat ini sedang meru-

muskan Indeks Pembangunan Keistimewaan (IPK).

Dikomandani Prof Djagal W Marseno, perumusan

IPK didesain menjadi parameter untuk mengukur se-

cara lebih sistematis pelaksanaan UUK. Rumusan

IPK juga menciptakan partisipasi publik untuk

bersama-sama melakukan evaluasi. Jika

mekanisme evaluasi berbasis transparansi digital,

pelaksanaan UUK semakin terkontrol.

Pertanyaan reflektif yang kedua justru lebih pen-

ting. Sebab, Keistimewaan Yogya sejatinya berbicara

tentang kontribusi Yogya bagi Indonesia. Menurut

Sujamto (1988), Amanat 5 September 1945 adalah

embrio Keistimewaan Yogya. Substansi amanat itu

adalah penegasan Sultan HB IX dan Paku Alam VIII

bahwa Yogya adalah daerah istimewa di dalam ne-

gara RI. Keistimewaan Yogya baru ditegaskan se-

cara konstitusional pada 1950. Sayangnya UU No 3

Tahun 1950 tentang DIY itu belum lengkap.

Sejarah mencatat,  sejak Keistimewaannya masih

embrio, kontribusi Yogya bagi RI sudah sangat besar.

Selama 1946-1949 menjadi Ibukota RI. Serangan

Umum 1 Maret 1949 membuka jalan bagi pengaku-

an dunia akan kedaulatan RI. Bahkan menurut

catatan KPH Yudahadiningrat, Sultan HB IX membi-

ayai APBN pertama RI. Meminjam bahasa Slamet

Sutrisno, Yogya itu seperti seorang ibu yang dengan

penuh perjuangan mengasuh, merawat, dan menye-

lamatkan bayi Republik Indonesia (KR, 17 Maret

2008).

Pada era Orde Baru (1966-1998), Sultan HB IX

berjasa luar biasa dalam upaya pemulihan ekonomi

negara yang sedang sangat terpuruk. Berkat beliau,

RI mendapat banyak dukungan dana dari berbagai

negara. Ironisnya, Keistimewaan Yogya malahan

hampir dihapuskan. Selama masa penggodokan

RUU Nomor 5 Tahun 1974, DIY dan DI Aceh akan di-

hapuskan dengan alasan pemerintahan daerah di

nusantara harus diseragamkan.

Kontribusi Yogya dalam menggulirkan Gerakan

Reformasi Nasional sangat signifikan. Di akhir

kekuasaan rezim Orde Baru, Sultan HB X dan Paku

Alam VIII mengeluarkan Maklumat 20 Mei 1998 un-

tuk mendukung reformasi. Sementara segenap rak-

yat Yogya menggelar �Pisowanan Ageng� sebagai

pengerahan people power. Alhasil, sehari kemudi-

an rezim lama runtuh dan roda pembaruan pun

bergulir.

Pertanyaannya selanjutnya, bagaimana kontribusi

Yogya bagi RI pasca-UUK? Jika di era Keistimewaan

Yogya masih dalam embrio saja kontribusinya besar,

semestinya sekarang lebih dahsyat. Selama 70

tahun (1950-2012) Keistimewaan DIY berkontribusi

besar meski hanya ditopang oleh undang-undang

yang belum lengkap. Semestinya sekarang setelah

UUK mengatur DIY secara rinci dan jelas, kontribusi

Yogya bagi RI menjadi luar  biasa.     

Jika Yogya hanya sibuk dengan urusan dirinya

sendiri, di situlah kemerosotan Keistimewaan yang

sesungguhnya. Apalagi jika kemudian bermasalah

atau berkonflik internal dalam urusan Keistimewaan

itu. Misalnya konflik berebut Dana Keistimewaan

(Danais). Yogya bukan lagi ibu pengasuh bayi RI.

Yogya hanyalah seorang ibu tua  yang nasibnya

bergantung pada anaknya. Namun sayang, kepedu-

lian sebenarnya tak jelas.

(Penulis adalah pakar Keistimewaan Yogya)-d


